 PENGARUH SISTIM PERADILAN PIDANA |
| TERHADAP SIKAP DAN CARA TINDAK APARA
- PENEGAK HUKUM

- A Pendahuiuan

' -Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3209) tentang Hukum Acara Pidana - ‘y

udy Satryo, SH

lannya. Hal ini terlihat pada perubahan.

perubahansikap dan cara bertindak para aparat .” ’

_ undang tersebut. Sehingga masalahnya sekar-"
ang, sikap tindak aparat penegak hukum yang
bagaimana yang dikehendaki oleh UL a8
Tahun 1981 tentang Hikum Acara Pidana; seri:a_ -
apakah telab terjadi perubahan sikap dan ¢ara =
bertindak penegak hukum sesuai dengan sssmn
peradxian pldana yang dianut eleh KUHAP :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara MNomor

“kemudian dimodifikasinnya lebih dikenal dengan Kiiab Undang—undang Hukpm
Acara Pidana atau KUHAP - tanpa terasa telah berlaku di negara Kita selama fmjuh
setengah tahun, sejak di undangkan pada 31 Desember 1981. Jikalan meng-
hitngnya mulai dari selesainya masa perahhan maka beriakunya telah berjalan

lima setengafitabum, - . .. ..
- Telak banyak tulisan yang mengupas berbagal masaiah yang dlatur d1 dalam

.__kltab undang-undang tersebut dalam kurnn wakn i, Tetapi tuhsan-mhsan terse~ S

but kebanyakan hanya mengupas isi dari kitab undang-undang itu. Jarang yang ‘me-

- gupas mengenai aparat penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan undang»

tersebut, . .. - -
Padahal di dalam rangka p«enpgakan hukum maka peranan dan apamt peneg :

-+ hulnm tideklah dapat diabaikan, dan dapat daka&akan sebagm salah satu fakr.or yang

rrmempengamhl penegakan hukam, - . .
Menurut Soerjono Sockanto, s secara konsepsmnai maka mtx danam penegakan

o hukurn terletak pada kegiatan menyerasxkan hubungan mlal-mlm yang teqabarkan

di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan ‘mengejawantah dalam sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai mhap axhu uniuk menciptakan, memeima:a

--dan memneﬁahankan kedamaian hxdup

4_=Peubakan pada uudaag-uaéang terkadang : .
-membawa pula perubahan pada sistem peradi- -

HIR ke KUHAP. Dan tentu berakibat juga pada /

penegak hukum yang melakssnakan undang-{. o







R kemudlan mengaklbaikan pula perubahan sikap dan cara bertindak para A2
-+ peniegak hukum yang melaksanakan updang-undang tersebut.
" #Dar sinilah kemudian permasalahan fimbul yaitu: Pertama sikap tindak ap:
e penegak hitkum yang bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8+

* Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana, kedua sudshkah terjadi perubahan cara -
- ‘berpikir yang kemudian diikuti perubahan sikap dan cara bertindak dari para aparat i
S penegak hukum seseai dengan sistim peradﬂan pldana yang dianut oleh KUHAP'

: mhahasan I’ermasalahan -

: ?crkembanﬁap sigtim peradilan pidana sadah sejak abad ke 13 dimulai dzEropa

. dengandiperkenalkan dan dianutnya sistm inguisitoir sampai dengan awal perten-
fgahan_ abadke 19, Gambaran sistim peradﬂan pldasayang menganng sistim mqmsz- :

. -toir adalah sebagai berikut: =~ :

* 1% Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan adanya  ininisiatif. dan f

* pihak penyidik untuk menyelidiki kejahatan. G
2. 'Meneliti apakah kejahatan telah ditakukan dan melakukan indentifikasi pelaku
3. ‘Memeriksa pelakunya ditempat terasing dan tidak diperkenankan berkomum— '

" kasi dengan pihak lain; '
4.. Kepada pelakn tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan i ienis kejahatan
' 'yang telah dilakukan dan bukd kejahatan yang memberatkan. -
3. Sawm-satnya tujuan dari pemeriksaan adalah memperoleh pengakuan (confes
“sion) dari tersangka (pelaku), sehingga penderitaan melalui penyiksaan selaln
-~ ditimpakah pada diri tersangka oleh pemeriksa guna memperoleh pengakuan, :
6. Seteiah selesm tahap pemenksa perxara tersebut hanya atas dasar berkas peme« ;
7. '-:Pengadilan akan memenksa perkare tersebut hanya atas dasar berkas pemenk-
Saan;
8.7Ada penuntut umum tapi tldakmempunyal peranan yang berarti; .
9. Selama pemeriksaan, tertuduh tidak dihadapkan ke sidang pengadilan &!ansa
nakan secara tertutup dan si tertuduh tidak berhak didampingi pembela. -

Eh 'Secara historis, gambaran yang sangat buruk terhadap pelakanaan sistim
inquisitoir padamasaitu sesungguhnya dzsebabkankarenasangatkejamnyahukum
(acara) yang berlaku saatitu. Di Iain pihak keadaan demikian disebabkan puia oleh -
kekaburan pengertian tentang proses peradilan pidana dengan apa yang dikenal,
atan disebut sebagai; “the holy inquisition” di masa itu. Dan gambaran tersebut

... Ciperboruk lagi dengan adanya anggapan “lembaga. penyiksaan™ (iorture) merus -
‘pakan hal yang sangat penting dan hams ada dalam sistim inquisitoir. (Romu
r-Atmasasmxta 1983: 4) '

- Timbulnya revolusi Perancis, terjadi pula perubahan di dalam sistim peradllan
‘pidana. Kemudian muncullah sistim baru yang merupakan sistim peralihan dari
-sistim inquisitoir ke sistim accusatoir, Garnbarandmsnsum peralﬁlan ini antarahan

adlalah sebagai berikut:

1. Didalam tahap pemeriksaan pendahulvan mempergunakan bentuk “Inquisi-

" 108" tapi proges penyehdskannya dapat dilakukan oleh “the puhhc pmsecutor”







accusaionai iersebut Temyata hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP.
- _sgpagax _:pengganti hukumeac_ara:p_idana_yang diatur di-dalam HIR, juga mengany
| usamnal sebagi sistim peradﬁannya. Hai tersebut tampak jika kna

en gatur smpa 1m penyadlk c}an apayang menjadi kewenangan menga.

sepuluh asas yaug mempakan pedoman penyusunannya Keseluruhan asas tersebu :
adalah: .
1 Perlakuan yang sama atas dln seuap orang di muka hukum dengan tldak
-mengadakan pembedaan perlakuan: i
2. sPenangkapan, penahanan, penggeledahandanpenyﬁaan hanyadﬂakukanbcrda— o
- sarkan'perintah tertlis olehpejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang- -
. “i"danhanya dalam. hal dan cara yang diatur dengan undang-undang; . S
~ 3..:Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dlhadapkan o
oo di muka: s1d.ang pengadﬂan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya pu-:

: "-:kum teiap, 8 ot e
4. Kepada seseorang yang duangkap dnahan dmmtut d:adah tanpa a}.asan yang., f
-2 berdasarkan.undang-undang: dan atau kekeliruan mengenai orangnya atan
- hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada
. -utingkatpenyidikan:dan para pejabai penegak hukum yang dengan sengajaatau
' karena kelalaiannya:menyebabkan azas hukum tersebut dilan ggar ditunmat, di- -
pidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; - : -
5.+ Peradilan yangharusdilakukan dengan cepat, sederhana dan bmya ringan serta
-+ bebas,jujur dan tidak memihak harus dlterapkan secara konsekuen dalam selu-:
- muhtingkat peradilan; +: i
‘6. Setiap orang yang: tersangkut perkara Wa_lib dlben kesempatan memperoleh s
" “*bantuan hukum yang semata-mata diberikan um‘.uk meiaksanakan kepennngan-
- pembelaan atas dirinya:: _
-epada seorang tersangka se;ak saat chlakukan penangkapan dan atau penaha«.
an selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum'apa yang didakwakan
«kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi
dan minta bantuan penasehat hukum penangkapan dan atau penahanan selain
wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya,
jugawajib diberitahu haknyaitu termasuk hak untuk menghubungl dan mmta
- bantuan penasehat hukum. .
8. Pengadilan memeriksa perkara pxdaraa dengan hadimya terdakwa :
2, ‘Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk vmum kecuali dalam hal

sedangkan pasal 13dan setemsnya men gatur smpa ity penuntuz vmum dan L




& ang dlazur dalam undang undang,

h_ketua péngamlan yang bersangkutan o
\pabila kita teliti ‘kesepuluti-asas dimaksud tampak’ bahwa fungs: Undang

Hukum dan Pembangupian” - L

 undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) térutama©

;"menmk beratkan perlindungan atas harkat dan mariabat tersangka atau terdakwa -

H ..-.'oleh karena' dari septiluh asas yang tercantum di dalam penjelasan resmi Kitah :
G .-.Undang«undangﬂukmnAcarandanatersebutsembﬂan daamaranyademkepennng, e
- an hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan safu asas (diantara sepuluh asag) .

- dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perlindungan -atas. kepentingan .
: “hukum -dan pemenntahan” sebagai tijuan kedua-dibentuknya undang—undang- :

.-;hulmm ‘acara pidana’ ini ‘tidak tersirat atau terkandung dalam:kesepuluh: asas:

- dimaksud. Bahkan kita dapatmengatakan kesepuluh asas ini lebih merupakan.
“pembatasan’ terhadap sikap ‘dan cara bertmdak apamt penegak hukum CRomh
Atmasasmlta 1983: 27 - 28),

U Jadi dayaﬂah dikatakan undanguundang Nomor 8 Tahun’ 1981 temang Kztab.
Undang~undangﬂukum ‘Acara Pidana, telah meletakkan dasar humanis dan mero-
pakan snatu era barudalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Dalam undang-
undangini lampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum fidak
lagi -menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan
masalah dasar adalah bagaimana mencapai fujuan térsebnt sedemikian rapa

~ sehingga perkosaan terhadap harka& dan martabat mausia se Janh muugkm
dapat dihindarkan.

Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara undang-undang ini dengan
HIR. Dalam HIR tujuan utama jusira adalah mencapai ketertiban dan kepastian
hukum tanpa mempersoa}kan lagi secara khusus sejauh mana peraturan yang ada
dapat memberikan perlindungan aias harkat dan martabaL tersangka, termduh atau

“ferd.kwa (Romli Atmasasmita, 1983:2 - 3), 8

" Pactik masa hukum acaia pidana masih diatur di dalam I—I!R maka mkap dan cara
bertindak para aparat penegak hukum adalah berupaya mencapai ketertiban dan
kepastian hnkum dengan bersikap dan cara beriindzk yang mempesoalkan secara

-khusus menghormati akan harkat dan martabat tersangka; terdaikwa. Tetapi, setelah
hukum acara pidana ‘diatr di dalam Undang-undang Nomor - 8 Tahun 1981
(KHAP) sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum: yang berapaya

e mencapa ketertiban dankepastian hukum dengan tanpa secara khusus menghor-....

maii akan harkat dan mariabat harus berubah, dengan lebih mengutamakan peng-
hormatan akan harkat dan manabat tersangka terdakwa di dalam sxkap dan cara
bemndaimya e

' Yang menjadi persoalan ada]ah apakah para aparat penegak hukum tersebut
dengan berlakunya KUHAP selama tujuh setengah iahun atau lima setengah tahun,

“telah terjadi perubahan dalam sikap dan cara bertindak sesuai dengan ‘yang
diinginkan oleh undang—undangnya Itulah masalsh kedua yang akan penulisbahas
ﬁibag;an bawah ini penasehat iﬁmangkat terdakwa - di peraidangan terdakwa’

ukan bagi pexaksaﬁaan patusan pidana terutama pengawasan'bagi terpi-




' "--_'-:f?éngm;,':-":-_ PR,

dengan tegas-tegas menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang- ;
. dibuat oleh penyidik (polisi) adalah tidak benar, dengan-alasan it merupakan
' k.arangan dari penyidik, dan kalau ioh terdakwa menandatanganinya itu karena
._'terdakwa sudah tidak tahan akan siksaan vang dilakukan penyidik terhadap diri’
0 '_Bukan hanya pengalaman penulis saja, tetapi dari mass media cerak
- _acapkah kita baca si terdakwa menolak BAP yang di buat oleh penyidik dengan.

- alasan sama_sepem di atas Slkap clan cara bartindak aparat penyidik (polisi) yahg'
d mgkin hanya, dﬂakukan oleh sehagian keeil penyidik (polisi); ‘telapi
"-dari baran kasus di atas scudak udaknya memberikan kesimpulan sementara
Vbahwa apa:at nenegak hukum di-dalam: ‘bersikap dan cara bemndalr
_ esuai dengan apa vang dikehendaki undang-undangnya yaitu Undan S
: 'undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang ‘Hukiim Acara P}d&na yang telah penu!;;s T

-l s;.‘xap dan cara imdak apami penegak hukum itu sesuai dengan apa yang R

'dxkehendakl undang-undang, Soerjono Soekanto meényatakan: Di dalam melakas\

sanakan peran yang akiual penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau

“mawas diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelak.”

sanaan dari peranan akivalnya, Agar mampu mawas diri pada penegak huknm

harus berikhiiar untuk hidup (Pumadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto 1983): .
Szbenere (Iogzs) ya:{u dapat membuknkan apa atau mana yan g benar dan yang -

3 saiah o :

2. Samestine (ethis), yautu bérsikap tindak maton dan berpaiokan dan tidak wamn :
ialah asal saja sehingga sembrono atan ngawaur. .
Ukuran maton it ialah;

“sabutuhe” yang maksudnya tidak sekarang,
b “sacukupe” yaity mampu tiflak berkekurangan tetap1 ;uga tidak -serba’
berkeiebihan :
“saperlune”, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa njung pangkal _

3. “Sakepaneka (estetis) yang harus dlarukan mencari yang enak tanna menye
" bab'tidak enak pada pribadilain. -

Hal-hal tersebut di atas hanya mungkm apabila paling tidak dllandaskan dua 2538,

yakm (Pumadx Purbacaaraka dan Soerjono Scekanto 1983). ‘

1 apa yang anda uciak mgm aiam1 ganganlah menyebabkan orang lain menga

2. apa yang boleh anda pcrdapax b;ar};anlah orang iam bunkhuar umu}{ men

" dapatkannya, Gt —

i 'Mcmang, didalam kenyat..annya sa.ragat sukar umuk menempkan hal-hal Lerse«
butdiatas, karenaada halangan-halangan yang mungkin berasal dari dirinya sendliri

atau dari lingkungan, Haiangan halangan yang memer}ukan penangguiangan terse-

but; adalah antara lain: :

1. Keterbatasan kemampuan uniok mcnempaikan dm daiam peranan thak lain
* dengan siapa ia berinteraksi; S

2. Tingkal ﬁSpli‘&SI yang relatif belom tinggi: -

3. Kegairahan yang sangat térbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit







KR jee;gga}uéz:

mampersoalkan secara khusas p@ﬁghﬁnnamn gada harkat dan marta ter
sangka, terdakwa; - - e
Sedangkan KUHAP dengan sasnm p@mdx}an pxdana yang disnutnya e
- accusatoir - mengharapkan agar sikap tindak aparat penegak hukum ber-
orientasi pada menghormati akan harkat dan marabat tersangka, tcrdakwa
- yang uf;ama mencapai ketertiban dan kepasizan hulum fujuan yang kemw o

. e Sudahkah keinginan dari. para pembentuk KUHAP fersebut tercapax atau o
Dengan melinat kasus-kasus yang terjadi di peng&dﬂan kemg} ¥
enuritt kesimpulan sementira pen&i:s belum tercapai o

B apa yang boleh anda p@rda;}ax, hiarkaniah orang lam benkhuar un-
C ok mendapatkannya. '
g Untuk mencapai hal tersebut banyak tantangannya baik dan diri sendzn !

.. maupun darj hngkungan
2. Saran.
. Walaupun elah enam setengah tahun atan empat seiengah tahun beriakunya

o Undang«undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara’ Pidana, nampn

.. belum terlambat uniuk merobah sikap indak yang diinginkan oleh para pembentuk
- undang—undang tersebut Untuk ita dxper}ukan kerja keras k.hususnya dalam kala-
‘ngan_ aparat penegak hukum sendm umuk meﬁyerasnkannya, agar penegakan 4

' Daﬁar Pustaka o
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